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GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

GUBERNUR JAMBI,

bahwa dalam upaya peningkatan peran dan partisipasi
Masyarakat dalam pembangunan serta peningkatan
Pendapatan Daerah, maka dipandang perlu mengatur
pemberian sumbangan dari pihak ketiga dengan
memperhatikan keadaan ekonomi masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat [ Sumatera
Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang....



10.

11.
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Pertanggungjawaban
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan...
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978
tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA

KEPADA DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.
4.

Daerah adalah Provinsi Jambi.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Gubernur adalah Gubernur Jambi.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Sumbangan
Pihak Ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Jambi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.

Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah adalah pemberian Pihak Ketiga
kepada Daerah secara sukarela, tidak mengikat, perolehannya oleh Pihak
Ketiga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun
barang-barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

9. Pihak...
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11.
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Pihak Ketiga adalah Setiap Orang, Perkumpulan atau Badan tanpa melihat
domisili serta kewarganegaraan.

Penyelenggaraan Sumbangan Pihak Ketiga adalah kegiatan pungutan
Sumbangan Pihak Ketiga oleh unit kerja yang sifatnya sukarela dan tidak
mengikat.

Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang
berwenang untuk mengelola sumbangan setelah mendapat pendelegasian
dari Gubernur.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Daerah dapat menerima Sumbangan dari Pihak Ketiga.

Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian,
hadiah, donasi, wakaf, hibah, dan/atau lain-lain sumbangan yang serupa
dengan itu.

Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah diberikan secara sukarela, tidak
mengikat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah sebagaimana dimaksud
ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pihak Ketiga kepada Daerah seperti
pembayaran Pajak, Retribusi dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga yang memerlukan biaya, maka
pembebanannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

BAB III
KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 3

Setiap Unit Kerja dalam lingkup Pemerintah  Daerah  dapat
menyelenggarakan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sesuai bidang tugasnya.

Semua hasil penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud
ayat (1) yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang seluruhnya
disetor ke Kas Daerah, oleh masing-masing Bendahara penerima unit kerja.

Sumbangan dalam bentuk barang yang bergerak maupun tidak bergerak
yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Negara dan atau Daerah
dengan dipindah tangankan sebagai sumbangan, maka kewajiban tersebut
menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

(4) Setiap...



